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PENETAPAN 

Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Ed. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara 

tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan 

Penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang 

diajukan oleh:  

Yusran bin Arsyad Duna, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 

pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jalan Moni Jopu, RT 001/RW 

001, Dusun Mbangga, Desa Rindiwawo, Kecamatan Wolowaru, 

Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai  Pemohon I; 

Suharmin binti Ibrahim Seke, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, 

pekerjaan bertenun, bertempat tinggal di Jalan Moni Jopu, RT 001/RW 

001, Dusun Mbangga, Desa Rindiwawo, Kecamatan Wolowaru, 

Kabupaten Ende, selanjutnya disebut sebagai  Pemohon II; 

Pengadilan Agama tersebut;  

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat Permohonan tertanggal 09 Oktober 

2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende  dengan register 

perkara Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Ed. Tanggal 11 Oktober 2019 telah 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan 

pernikahan secara syari’at islam pada tanggal 08 Juli 2007 di Dusun Mbangga, 

Desa Rindiwawo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, dengan mas kawin 

berupa segelas air putih, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II 

yang bernama Bruslin Seke karena ayah kandung dari Pemohon II telah 

meninggal dunia. Ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan 

langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-

masing bernama Jainal Suku dan Usman Wetu;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus 

perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 25 tahun dan Pemohon II 

berusia 18 tahun; 

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak yang masing-masing bernama : 

3.1. Fitria Wati, perampuan, umur 15 tahun; 

3.2. Muhamad Fikram Depa, laki-laki, umur 4 tahun; 

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende; 

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan 

Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum 

untuk mendapatkan Akta Nikah (surat nikah) dan Akta Kelahiran Anak; 

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian 

kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada 

larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan 

Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama 

Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan 

Pemohon I dengan Pemohon II; 

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara 

ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Nomor: 

BU.474.1/141/SKTM/DRW/X/2019 tanggal 05 Oktober 2019. Oleh sebab itu, 

Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma 

(prodeo); 

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya 

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar 

Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan 

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut  

Primair: 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang 

dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 2007 di Dusun Mbangga, Desa Rindiwawo, 

Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;  

3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara; 

 

Disclaimer
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Subsidair: 

Atau menjatuhkan  penetapan yang seadil-adilnya.  

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  Pemohon I dan Pemohon II 

telah hadir sendiri menghadap dimuka persidangan dan telah memberikan 

keterangan secukupnya perihal permohonan a quo ; 

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan 

permohonan untuk beracara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dan dalam hal ini Hakim 

telah melakukan sidang insidentil atas permohonan dimaksud pada tanggal 05 

November 2019 selanjutnya Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 

54/Pdt.P/2019/PA.Ed.  yang  amarnya  berbunyi sebagai  berikut : 

MENGADILI 

- Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo ;  

- Memerintahkan Para Pemohon untuk melanjutkan perkaranya  ; 

Bahwa atas Permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut, Para 

Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohoannya dengan perubahan 

dan perbaikan seperlunya yaitu pada bagian identitas Pemohon II semula tertulis 

Surahmin binti Ibrami Seke diubah menjadi Suharmin binti Ibrahim Seke; 

Bahwa Pengadilan Agama Ende telah mengumumkan perihal permohonan 

para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende pada tanggal 14 

Oktober 2019 selama 14 (empat belas) hari semanjak hari sidang ditetapkan dan 

selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan 

terhadap permohonan tersebut;  

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: BU.474.4/142/SKB/X/2019, tanggal 

15 Oktober 2019 atas nama Yusran yang dikeluarkan oleh Kaur Pemerintahan 

An. Pj. Kepala Desa Rindiwawo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan 

aslinya, diberi kode  P.1;  

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: BU.474.4/143/SKB/X/2019, tanggal 

15 Oktober 2019 atas nama Suharmin yang dikeluarkan oleh Kaur Pemerintahan 

An. Pj. Kepala Desa Rindiwawo, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan 

aslinya, diberi kode  P.2; 

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang 

saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang di 

depan sidang sebagai berikut :  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bruslin Seke bin Ibrahim Seke, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, 

Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tira, Desa 

Rindiwawo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;  

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :  

 Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II  karena saksi adalah adik 

kandung Pemohon II;  

 Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;  

 Bahwa  saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 

Juli 2007; 

 Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I; 

 Bahwa Saksi hadir ketika ijab-kabul pernikahan para Pemohon dilangsungkan;  

 Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;  

 Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi (adik kandung Pemohon II) 

dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia; 

 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak, 

dan yang menjadi saksi Jainal Suku dan Usman Wetu; 

 Bahwa saksi tahu maskawin berupa segelas air putih dibayar tunai;  

 Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan dengan 

pernikahan para Pemohon; 

 Bahwa para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak  yaitu Fitria Wati, 

perempuan, umur 15 tahun dan Fikram Depa, laki-laki, umur 4 tahun; 

 Bahwa para Pemohon mempunyai anak lebih dahulu kemudian 

melangsungkan pernikahan; 

 Bahwa anak bernama Fitria Wati lahir pada tahun 2004;  

 Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama 

Islam; 

 Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan 

perkawinannya di KUA karena mereka tidak mempunyai biaya untuk itu;  

 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta 

Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan 

administrasi lain;  

2. Jainal Suku bin Samsuddin Penge, Umur 36 tahun tahun, Agama Islam, 

Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di 

Kampung Roso, Dusun Lowonggo, RT.004/RW.003, Desa 

Rindiwawo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;  

Disclaimer
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 12 halaman 
Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Ed. 

 

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :  

 Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II  dan tidak ada hubungan 

keluarga hanya sebagai tetangga;  

 Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;  

 Bahwa  saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 

Juli 2007; 

 Bahwa Para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon I; 

 Bahwa Saksi hadir sebagai saksi ketika ijab-kabul pernikahan para Pemohon;  

 Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;  

 Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Bruslin Seke (adik kandung Pemohon 

II) dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia; 

 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri oleh orang banyak, 

dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi dan Usman Wetu; 

 Bahwa saksi tahu maskawin berupa segelas air putih dibayar tunai;  

 Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan dengan 

pernikahan para Pemohon; 

 Bahwa para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak  yaitu Fitria Wati, 

perempuan, umur 15 tahun dan Fikram Depa, laki-laki, umur 4 tahun; 

 Bahwa para Pemohon mempunyai anak lebih dahulu kemudian 

melangsungkan pernikahan; 

 Bahwa anak bernama Fitria Wati lahir pada tahun 2004;  

 Bahwa  Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama 

Islam; 

 Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan 

perkawinannya di KUA karena mereka tidak mempunyai biaya untuk itu;  

 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pembuatan Akta 

Nikah dan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon serta keperluan 

administrasi lain; 

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ; 

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan 

perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;  
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PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas ; 

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada 

papan pengumuman Pengadilan Agama Ende selama 14 (empat belas ) hari  hal 

mana telah sesuai dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksnaan Tugas Dan 

Administrasi Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selama 

tenggang waktu tersebut tidak ditemukan adanya pihak yang mengajukan keberatan 

terhadap permohonan Para Pemohon, maka majelis berpendapat permohonan a quo 

dapat diperiksa lebih lanjut; 

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya 

sebagai berikut : 

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 

pada tanggal 08 Juli 2007  menurut syariat Islam di wilayah hukum KUA 

Kecamatan Wolowaru dengan wali nikah adik kandung Pemohon II, 

karena ayah kandungnya telah meninggal dunia. Dengan maskawin tunai 

berupa segelas air putih; 

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan 

perkawinan menurut syariat Islam dan selama perkawinan tersebut tidak 

ada pihak ketiga yang keberatan; 

3. Bahwa Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 

bernama Fitria Wati, perempuan umur 15 tahun dan Muhammad Fikram 

Depa, laki-laki, umur 4 tahun; 

4. Bahwa perkawinan para pemohon tidak tercatat pada KUA wilayah 

setempat karena keterbatasan ekonomi dari  Para Pemohon untuk 

mengurus administrasi nikah saat itu;  

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan mereka, Para 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi 

sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh 

majelis hakim dibawah ini; 

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan 

perkawinan/Itsbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 

tahun 1946 jis pasal 49 angka (22)  penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi 

Hukum Islam merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama oleh 
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karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan a quo dapat diperiksa lebih lanjut 

dalam persidangan ini; 

Menimbang, bukti P.2 dan P.3  berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili 

adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Desa Rindiwawo bermaterai 

cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perihal 

identitas dan tempat tinggal para Pemohon  sehingga bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materil oleh karena itu haruslah dinyatakan bahwa Permohonan 

para pemohon merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Ende sehingga 

dapat diperiksa lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai 

hubungan antara keduanya sebagai suami-istri telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 

(dua) orang saksi masing-masing bernama Bruslin Seke dan Jainal Suku 

sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian;  

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang 

yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah 

seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada 

bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam 

pasal 172 R.Bg ;  

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Para Pemohon  berdasarkan 

apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok 

permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah 

memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka 

keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;  

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya dan dapat 

diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;  

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini 

selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah 

sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan 

ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut 

adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan 

perundang-undangan; 
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Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, 

terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat 

perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam; 

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum 

yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I 

dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syari’at Islam 

dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum 

Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234 serta al-Quran surat 

An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban 

dari Aisyah R.A., berbunyi :  

  لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وما كان من نكاح على غٌر ذلك فهو باطل

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua oarng saksi dan 

manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal; 

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah 

memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi oleh karena yang menjadi wali 

nikah Pemohon II adalah Bruslin Seke, adik kandung Pemohon II,  karena ayah 

kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maka Hakim mempertimbangkan 

sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 dan Pasal 19 Kompilasi Hukum 

Islam, menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan salah satu rukunnya 

adalah harus ada wali nikah, karena wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun 

yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya; 

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan 

wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya 

susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat 

laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah 

dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-

laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, 

kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan 

keturunan laki-laki mereka. Hal ini sesuai dengan ketetentuan Pasal 20 ayat (2) dan 
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Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, dan Doktrin Hukum Islam dalam kitab al-Fiqh al-

Islamiy wa Adillatuh juz 9 halaman 6711, yang diambil alih menjadi pertimbangan 

Hakim, yang berbunyi sebagai berikut : 

الأبوة، الأخوة، العمومة، ثم المعتق ثم السلطان، أي : وترتٌب الأولٌاء على النحو التالً

الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا، ثم الأخ الشقٌق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقٌق 

. ثم ابن الأخ لأب وإن سفل، ثم العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث

Artinya : “ Urutan kedudukan wali adalah kelompok ayah, saudara, paman, mu’tiq dan 

penguasa. Yakni Pertama, ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan keturunan 

laki-laki mereka dan seterusnya. Ketiga, paman. Keempat, kelompok 

kerabat laki-laki yang mendapat ashabah dalam waris; 

Menimbang, bahwa apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak 

memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna 

wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, atau meninggal dunia maka hak menjadi wali 

bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya, sebagaimana 

ketentuan pasal 22 Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, 

dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat 

nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang 

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 

dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, namun majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka 

permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum 

yang layak dan dapat diterima hal mana sebuah aturan hukum tidak bisa dipisahkan 

dari aspek kemanfaatan dalam bingkai keadilan bagi masyarakat, hukum  tidak hadir 

hanya pada ruang seharusnya (das solen) tapi juga melihat kenyataan yang ada (das 

sein) bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan 

mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu yang bisa dimaklumi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan dikuatkan 

keterangan saksi bahwa para Pemohon telah lebih dahulu mempunyai anak (anak 

luar nikah), maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anak sah 

adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah 

sebagaimana dinyatakan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. 

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya anak yang lahir tanpa ada 
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perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah akan tetapi hanya dapat 

disebut sebagai anak biologis dari para Pemohon ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi 

tersebut, patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-

hal sebagai berikut:  

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama 

Islam di Dusun Mbangga, Desa Rindiwawo, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten 

Ende, pada tanggal 08 Juli 2007, disaksikan oleh banyak orang dengan 

maskawin  berupa segelas air putih  tunai; 

2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan secara 

syar`i dan/ atau perundangan yang berlaku  untuk melangsungkan pernikahan, 

Para Pemohon hidup sebagai suami-istri dan telah dikaruniai satu orang anak 

dan satu orang anak biologis serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan 

terhadap perkawinan tersebut ; 

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum dicatatkan kepada Pegawai Pencatat 

Nikah di KUA setempat dikarenakan keterbatasan ekonomi Para Pemohon; 

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti diperoleh fakta 

hukum sebagai berikut: 

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut 

syariat Islam ; 

2. Dari perkawinan para Pemohon telah lahir satu orang anak sah sebagai 

keturunan sah Para Pemohon; 

3. Pernikahan Pemohon belum tercatat secara resmi sebagaimana ketentuan 

perundangan yang berlaku;  

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat 

diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan 

membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak-anak 

Para Pemohon kelak dikemudian hari, alasan mana mempunyai kepentingan hukum 

yang  dapat dipertimbangkan, sebab sebagai warga negara Indonesia, setiap orang 

memiliki hak kependudukan yang dijamin oleh Undang-undang yang berlaku di 

Negara Republik Indonesia. ( Vide Pasal 2 Jo. Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 

tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang 

Administrasi Kependudukan) ;  

Menimbang, bahwa meskipun Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II 

dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974, namun majelis berpendapat berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka 
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permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum 

yang layak dan dapat diterima hal mana sebuah aturan hukum tidak bisa dipisahkan 

dari aspek kemanfaatan dalam bingkai keadilan bagi masyarakat, hukum  tidak hadir 

hanya pada ruang seharusnya (das solen) tapi juga melihat kenyataan yang ada (das 

sein) bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan 

mereka dikarenakan kondisi dan keadaan tertentu yang bisa dimaklumi ; 

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan para Pemohon, Hakim 

sependapat dengan perkataan ulama Fiqih dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin 

halaman 298 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut: 

فاذا شهدت لها بٌنة علً وقف الدعوي ثبتت الزوجٌة 

Artinya: Maka jika telah terdapat saksi-saksi yang menerangkan atas 

perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya, tetaplah pernikahan itu ; 

Menimbang, bahwa ternyata  pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974  Jo. Bab IV 

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar 

perkawinannya disahkan/diistbatkan dapat diterima ;  

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka 

Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah 

dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan 

pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama / Penghulu Nikah Kecamatan 

setempat untuk diterbitkan Buku Nikah; 

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini masuk kedalam bidang  

perkawinan yang biaya perkaranya harus ditanggung oleh pihak pemohon namun  

berdasarkan Putusan Sela Nomor 54/Pdt.P/2019/PA.Ed tanggal 05 November 2019 

tentang pemberian izin berperkara secara prodeo, maka para Pemohon dibebaskan 

dari membayar biaya perkara ini;  

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENETAPKAN 

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;  

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusran bin Arsyad Duna) dengan 

Pemohon II (Suharmin binti Ibrahim Seke) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 

2007 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Wolowaru, Kabupaten Ende;  

3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara ini;  
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Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa 

tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awwal 1441 

Hijriyah oleh Muhammad Syauky S. Dasy, SHI., MH. sebagai Hakim Tunggal, 

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga 

oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Aminah, SHI. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. 

 Hakim, 

 

 

 

 Muhammad Syauky S. Dasy, SHI.,MH. 

 Panitera Pengganti, 

 

 

 

 Siti Aminah, SHI. 

  

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya perkara ……………………….....  Rp.  0,00 

================  (Nol rupiah )  ============== 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12


